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Konversi
Integrasi

Konvensional

TRANSFORMASI PENILAIAN ANGKA KREDIT

1

2

4

• AK besar-besar

• Kegiatan dari butir-butir kegiatan

terdiri unsur utama, unsur

penunjang

• Ak dinilai oleh tim penilai dg usulan

DUPAK

• Kelebihan AK terus dikumulatifkan

3

Konversi Versi 1

• AK kecil-kecil

• Kegiatan Butir perpaket

dituangkan di SKP

• AK dinilai oleh tim penilai dg 

mengkonversi Sebutan

Kinerja

• Kelebihan AK, diperhitungkan

masih dlm jenjang yang sama

• AK kecil-kecil

• kegiatan dari butir2 kegiatan yg merupakan

cascading PK atasan yg dituangkan di SKP

• AK dinilai oleh tim penilai dg formulasi

Integrasi

• Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm

jenjang yang sama
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• AK kecil-kecil

• kegiatan hasil dari dialog kinerja yg

merupakan cascading PK atasan yg

dituangkan di SKP

• AK dinilai oleh atasan langsung

melalui konversi predikat kinerja

• Kelebihan AK, diperhitungkan masih

dlm jenjang yang sama



LOGO

KARAKTERISTIK 

ANGKA KREDIT

Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan 
Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang Golongan

Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif

Konvensional Integrasi/Konversi

Pangkat Jenjang Pangkat Jenjang

Utama IV/d – IV/e 1050 - 200 -

Madya IV/a – IV/b – IV/c 550-700 850 150 450

Muda III/c – III/d 300 400 100 200

Pertama III/a – III/b 150 200 50 100

Penyelia III/c – III/d 300 - 100 -

Terampil III/a – III/b 150 200 50 100

Mahir II/b – II/c – II/d 60-80 100 20 60

Pemula II/a-II/b 20 40 15 15



BATAS WAKTU PENETAPAN AK MENGGUNAKAN AK 

KONVERSI

Jan Des

2023 2023

1. Ketentuan dalam Permenpan 1 Tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit 

sejak bulan januari 2023 menggunakan AK Konversi.

2. Ketentuan dalam SE Menpan RB No. 8 Tahun 2023 bahwa usulan penilaian

angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim

penilai angka kredit paling lambat Juni 2023 dan ditetapkan ke dalam PAK 

Konversi paling lambat Desember 2023

Penggunaan

penilaian AK 

konversi

Batas waktu terakhir

penyesuaian AK 

Konvensional ke

integrasi
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Penyesuaian AK 
Konvensional ke 

Integrasi
5 kondisi AK Konvensional:

Pangkat, jenjang, dan AK Sesuai1

Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun

AK kurang pada jenjangnya
3

Jenjang Lebih tinggi dari

Pangkatnya
4

Jenjang Lebih Rendah dari

pangkatnya
5

Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun

AK berlebih pada jenjangnya
2
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Formulasi Penyesuaian
AK Konvensional ke 

Integrasi
–AK Integrasi Akumulasi AK konvensional Nilai Dasar=

Contoh Tabel Nilai Dasar

Noted:

Nilai Dasar tergantung dari 5 Kondisi Konvensional

Dapat ditentukan dari Jenjang Jabatan atau dari Golru yang dimiliki
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STATISTIK JABATAN 
FUNGSIONAL

22%

78%

ASN Jumlah persen

pusat 953.487 22%

Daerah 3.328.942 78%

Total 4.282.429 100%

Tabel Jumlah ASN berdasarkan wilayah

JPT
0%

Administrasi
44%JF

56%

Jabatan Persen Jumlah

JPT 0,58% 22.011 

Administrasi 43,71% 1.658.880 

JF 55,71% 2.114.411 

Total 100,00% 3.795.302 

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

Sumber: Buku Statistik BKN, Semester 1-2023

integrasi/konv
ersi; 156

konvensional; 
135

Penilaian Jumlah

integrasi/konversi 156

konvensional 135

Total 291

Tabel Jumlah JF berdasarkan Sistem Penilaian



dispakati.bkn.go.id



Tim penilai pada instansi
pengguna untuk seluruh
pejabat fungsional di 
lingkungan instansinya, sesuai
ketentuan yang berlaku.

Tim penilai pada instansi
pembina untuk jabatan
fungsional yang menjadi
binaannya di instansi
pemerintah pusat/daerah, 
sesuai ketentuan yang 
berlaku

TARGET PENGGUNA APLIKASI

Proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam aplikasi DISPAKATI dilakukan oleh



Untuk memperoleh user instansi pemerintah, 
user yang diajukan harus merupakan

pegawai/NIP yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansinya.

Untuk memperoleh User Instansi pembina, 

user yang diajukan harus merupakan

pegawai/NIP yang bekerja pada Instansi

pembina tersebut.

Ketentuan Pengusulan Username

USER INSTANSI PEMBINA USER INSTANSI PEMERINTAH

Contoh: 

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, 
Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina
Jabatan Fungsional Asesor Manajemen ASN hendak
mengajukan akun untuk DISPAKATI, maka NIP Pegawai
yang diajukan harus menggunakan pejabat yang bekerja
pada Badan Kepegawaian Negara

Contoh: 

Pemerintah Kota Bogor mengajukan user akun Dispakati
untuk user instansi Kota Bogor, maka NIP Pegawai yang 
diajukan harus menggunakan NIP Pejabat Fungsional dan 
harus merupakan pegawai pada Instansi Kota Bogor.

User Instansi Pembina dapat menyesuaikan AK 
seluruh Pejabat Fungsional yang dibinanya

secara nasional

User Instansi Pemerintah dapat 
menyesuaikan AK Seluruh Pejabat Fungsional 
yang berkedudukan di Instansinya



MEKANISME USUL USER DISPAKATI

Instansi Pemerintah/Instansi Pembina
Mengajukan usulan unutk dapat mengakses
aplikasi dengan menunjuk pegawainya sebagai
user Instansi Pemerintah/Instansi Pembina ke
Dit. Jabatan ASN 

Instansi Pemerintah/Instansi Pembina
Mengisi form online melalui
https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023

Dit. Jabatan ASN
Menyampaikan persetujuan Akses Aplikasi
ke Instansi Pemerintah/Instansi Pembina

PPSIASN
Memberikan Akses aplikasi Dispakati
dengan metode SSO

Dit. Jabatan ASN
Memverifikasi dan memvalidasi usulan user  
akses aplikasi dari Instansi
Pemerintah/Instansi Pembina

https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023


APLIKASI DISPAKATI

Klik log in pada halaman website: 
www.dispakati.bkn.go.id.

Masukkan username 
dan password, 
kemudian klik log in.



INPUT 

Berdasarkan Ketentuan PerBKN 

No. 3 Tahun 2023, berkas yang 

diperlukan untuk menyesuaikan

angka kredit dari Konvensional 

ke Integrasi merupakan PAK 

Konvensional terakhir yang 

ditetapkan.

Apabila masih terdapat periode yang belum
ditetapkan sebelum Desember 2022, maka 
periode tersebut akan dianggap hangus



PAK INTEGRASI

Penghitungan dan Akumulasi
Angka Kredit 

OUTPUT 

Penghitungan Kebutuhan 
Angka Kredit

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, terdapat 3 formulir

penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi:

1
2

3



Penetapan Pak Hasil Penyesuaian dari
Konvensional ke Integrasi

PAK INTEGRASI HASIL PENYESUAIAN ANGKA 
KREDIT DITETAPKAN OLEH:

Pejabat penetap angka kredit
pada

Instansi Pembina atau
Instansi Pengguna

Mempertimbangkan teknis

pelaksanaan Penyesuaian 

Angka Kredit,

Instansi Pembina harus

mengkoordinasi Instansi

Penggunanya

.
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STATISTIK 
Instansi Pengguna

Aplikasi

Tabel Jumlah Usulan User

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

Sumber: DJASN 2023

Usulan User Jumlah

Instansi pembina 178

Instansi Pemerintah 1.909

Total 2.087

No Instansi Pusat

1 Kementerian Sosial

2 Kementerian Kesehatan

3 Kementerian Luar Negeri

4

5 Kementerian Perdagangan

6 Kementerian Hukum dan HAM

7 Kementerian Agama

8 Kementerian Ketenagakerjaan

9 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11 BAPETEN

12 Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepaniteraan

13 Badan Narkotika Nasional

14 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

15 Badan Pusat Statistik

16 Badan Kepegawaian Negara



Tutorial pengisian aplikasi

Tutorial DISPAKATI rev3.mp4
Tutorial DISPAKATI rev3.mp4


Terima Kasih


